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ABSTRAK 

 

IMAM SYAFWAN : ANALISIS PERBANDINGAN LAPORAN 

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

YANG OPINI WTP DAN NON WTP PADA 

KOTA PADANG DAN KABUPATEN 

KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020. 

PEMBIMBING : DIAN FITRIA HANDAYANI, SE, M, Sc 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat analisis perbandingan 

kinerja laporan keuangan pemerintah daerah kota padang dan kabupaten 

Mentawai tahun 2020. Terdapat permasalahan yaitu : 1) Penerimaan pendapatan 

daerah yang masih rendah. 2) Pemerintah daerah lebih meningkatkan pengawasan 

terhadap program yang telah di ajukan oleh SKPD agar dapat berjalan sesuai 

dengan perencanaan yang di harapkan. 3) Pemerintah daerah juga lebih 

meningkatkan belanja modal yang dapat digunakan sebagai inverstasi ataupun 

penerimaan di kemudian hari. 

Penelitian ini tergolong penelitian observasi  yang terencan, tertata secara 

sistematik yaitu analisis perbandingan kinerja  laporan keuangan pemerintah 

daerah yang Opini WTP dan Non WTP tahun 2020. Yang di peroleh dari  Badan 

pemeriksa keuangan Republik Indonesia provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa kinerja keuangan kota padang dan kepulauan Mentawai 

ditinjau dari : 1) Rasio kemandirian  tahun 2020 untuk kota padang memiliki rata-

sio pertumbuhan PAD  untuk 

kota padang  memiliki rata-

kabupaten kepulauan mentawai  memiliki rata-

 

 

Kata kunci : Laporan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Rasio 

Efektivitas  Keuangan Daearah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi titik 

awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, 

demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi,  kondisi, dan 

kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan 

tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Wibawa Et. 

Al, 2017). 

Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi 

daerah yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan daerah akan sangat 

menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut. Keseriusan 

pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah diwujudkan dengan 

dihasilkannya UU No. 22 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 32 

tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan di pemerintah daerah, dan UU 



No. 25 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 33 mengenai 

Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut telah 

dijadikan sebagai aturan umum dalam implementasi kebijakan otonomi 

daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, otonomi daerah diharapkan bisa 

menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong efisiensi 

ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk 

lokal melalui berbagai efek multiplier dari desentralisasi yang diharapkan bisa 

terwujud. Selain itu pemerintah daerah dituntut untuk dilakukan secara 

transparansi dalam memberikan informasi, partisipatif untuk terlibat, dan 

memiliki akuntabiltas yang tinggi (Nurabiah, 2018). 

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi 

dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung 

jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan   Belanja Negara (APBN) 

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan 

disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh  

peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No.32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  dalam undang-undang ini 

tercantum materi pemekaran wilayah pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, istilah 

yang digunakan adalah pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah pada 

dasarnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan (service delivery) 

Pemerintah Daerah (local government) kepada masyarakat, agar lebih efisien 

dan efektif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-



masing daerah. Dengan demikian adanya pemekaran wilayah 

seharusnyaakan membuat suatu daerah menjadi semakin terbuka,  jalur 

pengembangannya lebih luas,tersebar keseluruh wilayah (Taufik, 2017). 

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah 

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah 

yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem 

pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan 

merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Disamping itu Undang- undang di atas mengandung penekanan bahwa 

adanya proses yang lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat yang semakin 

sejahtera melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat (Taufik, 2017). 

Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan pernyataan dari 

pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak 

lain, yaitu pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada tentang kondisi 

keuangan pemerintah daerah. Agar informasi itu dapat berguna dan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif 

(relevan, handal, dan dapat dipahami) sehingga dapat digunakan untuk 



pengambilan keputusan.Untuk memenuhi karakteristik kualitatif maka 

informasi dalam laporan keuangan harus disajikan sesuai berdasarkan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum (Taufik, 2017). 

Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa Kepala 

Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 

DPRD berupa Laporan Keuangan.  Laporan Keuangan tersebut setidak-

tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan 

Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan 

perusahaan daerah.  Agar laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat 

untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus memenuhi  

karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, handal dan dapat 

dipahami (PP No. 71 Tahun 2010) (Taufik, 2017). 

Faktanya, tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi  

yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Hal ini  

dikarenakan tidak semua pengguna laporan mampu memahami akuntansi  

dengan baik. Padahal di sisi lain merekapun mengandalkan informasi 

keuangan  itu untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, ketidakmampuaan 

memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu 

dengan adanya analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan 

pemerintah dengan cara analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan 

sendiri didefinisikan sebagai usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan 

berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. 



Pemerintah Daerah Kota Padang dan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mentawai, sebagai pemerintah yang menjalankan  otonomi daerah, juga harus 

menjalankan otonomi keuangan yang harus dilakukan secara akuntabel dan 

transparansi. Dengan kata lain, pemerintah  daerah Kota Padang dan 

pemerintah daerah Kabupaten Mentawai harus mempunyai kemandirian 

dalam pengelolaan  keuangan  daerah. Berkaitan dengan kemandirian 

pengelolaan keuangan daerah Kota Padang dan Kabupaten Mentawai ini 

berdasarkan opini dari BPK diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Padang 

mendapat WTP terhadap LKPD sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, 

sedangkan pemerintah daerah Kabupaten Mentawai tidak selalu mendapatkan 

opini WTP. Sebagaimana dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Opini BPK atas LKPD 

No Nama Pemda 
Opini BPK 

2016 2017 2018 2019 2020 
1 Kota Padang WTP WTP WTP WTP WTP 

2 
Kabupaten 
Mentawai 

WDP WTP WTP WTP WDP 

    Sumber: sumbar.bpk.go.id (2021) 

Prestasi WTP pemerintah daerah Kota Padang dan Kabupaten 

Mentawai menunjukkan adanya kinerja keuangan yang dikelola dengan baik. 

Meskipun demikian, kinerja keuangan dari masing-masing kabupaten/kota 

tersebut tidak selalu sama (berbeda-beda). Berkaitan dengan kinerja keuangan 

dari masing-masing kabupaten/kota tersebut, adalah menarik untuk di teliti 

mengenai kinerja keuangan yang meliputi rasio efektivitas APBD, rasio 

efisiensi APBD, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan 

PAD, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio harmoni. Hal ini 



dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan; efisiensi dan efektivitas dalam 

merealisasikan pendapatan daerah; sejauh mana aktivitas pemerintah daerah 

dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; kontribusi masing-masing 

sumber pendapatan dalam membentuk pendapatan daerah; dan 

pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang 

dilakukan selama periode waktu tertentu dari masing-masing pemerintahan 

kabupaten/kota. 

Fenomena yang terjadi pada kota Padang pada tahun 2020 

mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan daerah, opini ini didapatkan 

oleh Pemerintah Daerah Kota Padang karena permasalahan yang menjadi 

temuan pemeriksaan tidak berdampak material terhadap laporan keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Padang tahun 2020. Selama pemeriksaan, temuan 

pemeriksaan yang memerlukan koreksi telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah 

Daerah dengan jurnal koreksi, sehingga telah disajikan sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku. BPK memberikan opini tersebut lantaran LKPP 

tersebut sudah tidak memuat akun yang tidak lazim atau suspen. Akun suspen 

menunjukkan jika terdapat perbedaan antara realisasi belanja yang dilaporkan 

kementerian negara atau lembaga (K/L) dengan realisasi belanja negara yang 

dicatat Bendahara Umum Negara. Akun suspen merupakan salah satu 

indikator pemberian opini BPK terhadap LKPP. 

Pada tahun 2020 Kabupaten mentawai memperoleh opini WDP atas 

laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai, opini ini 

diberikan karena BPK menemukan adanya 4 masalah dalam laporan 



keuangan tersebut. Ia melanjutkan, masalah-masalah tersebut sudah 

ditindaklanjuti, tapi belum efektif. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan perbandingan 

kinerja laporan keuangan daerang yang memperoleh opini WTP dan opini 

WDP. Hal ini dikarenakan perbedaan tersebut dapat menunjukan efektivitas 

dan kinerja pemerintah dalam hal penyerapan anggaran dan belanja daerah 

yang berbeda. Sehingga apabila dibandingkan dan dianalisis berdasarkan 

opini BPK, maka dapat ditemukan daerah mana dan tahun berapa yang 

memiliki kinerja positif dan negatif, dalam hal pengelolaan keuangan daerah 

sehingga apabila terjadi penurunan atau dalam mengelola keuangannya masih 

negatif, maka suatu pemerintah baik pusat maupun daerah dapat membentuk 

kebijakan yang baru untuk memperbaikinya. 

Dengan adanya analisis sementara dan penelitian yang mendukung 

tersebut, maka peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan daerah dari Kota 

Padang dan Kabupaten Mentawai setelah otonomi pada 2020 sesuai dengan 

opini yang dikeluarkan oleh BPK, serta ingin menguji perbedaan pada 

keenam rasio disetiap Kota Padang dan Kabupaten Mentawai. Dengan 

menggunakan pendekatan komperatif (perbandingan) penelitian ini ingin 

membandingkan kinerja keuangannya dari masing-masing daerah tersebut, 

khususnya dalam mengungkap  pada tahun berapa saja kinerja keuangan 

mengalami peningkatan atau penurunan dalam pengelolaan keuangan. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja 

keuangan di Kota Padang dan Kabupaten Mentawai pada tahun 2020 dengan 

Analisis Perbandingan Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah 



Daerah Yang Opini WTP dan Non WTP Pada Kota Padang dan 

Kabupaten Mentawai Tahun 2020  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat opini WTP yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota 

Padang tahun 2020? 

2. Bagaimana tingkat opini WDP yang diperoleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mentawai tahun 2020? 

3. Bagaimana analisis perbandingan kinerja laporan keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Padang dan Kabupaten Mentawai tahun 2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melihat analisis tingkat opini WTP yang diperoleh Pemerintah 

Daerah Kota Padang tahun 2020. 

2. Untuk melihat analisis tingkat opini WDP yang diperoleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Mentawai tahun 2020. 

3. Untuk melihat analisis perbandingan kinerja laporan keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Padang dan Kabupaten Mentawai tahun 2020. 

 

 

 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi relevan 

yang dapat memberi kegunaan: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai penerapan dan pengembangan terhadap teori-teori yang telah 

dipelajari di perkuliahan untuk dapat diterapkan pada permasalahan dalam 

dunia kerja yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan dan sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai tambahan bahan referensi dala menganalisis tingkat kinerja 

keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing 

pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli 

daerah. 

3. Bagi Pihak-Pihak Lain 

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak lain yang berguna 

untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pada Kota Padang dan 

Kabupaten Mentawai dari segi opini WTP dan Non WTP


